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WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja, dinyatakan Wali Kota menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lkembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6906);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seni D);

26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3
Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

https://v3.camscanner.com/user/download


Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
laporan operasional;

. laporan perubahan ekuitas;
neraca;
laporan arus kas; dan

. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

a.

on

d.

f.

nBe

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
a. pedapatan; Rp1.792.200.446.555,66
b. belanja; Rp1.809.083.667.572,74

defisit Rp(16.883.221.017,08)
c. pembiayaan

1. penerimaan Rp25.561.967.507,67
2. pengeluaran Rp0,00
3. pembiayaan Rp25.561.967.507,67

neto

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp512.915.910.414,34 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan Rp2.305.116.356.970,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp1.792.200.446.555,66

selisih lebih /(kurang) Rp512.915.910.414,34a
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp489.594.196.689,26 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja Rp2.298.677.864.262,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp1.809.083.667.572,74

selisih lebih/(kurang) Rp489.594.196.689,26
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp23.321.713.725,08 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran surplus/defisit Rp6.438.492.708,00
2. realisasi Rp(16.883.221.017,08)

selisih lebih /(kurang) Rp23.321.713.725,08
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp(460.215,67) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp25.561.507.292,00

setelah perubahan
2. realisasi Rp25.561.967.507,67

selisih lebih/(kurang) Rp(460.215,67)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp32.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp32.000.000.000,00

e.

2. realisasi Rp0,00
selisih lebih/ (kurang) Rp32.000.000.000,00
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f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp(32.000.460.215,67) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan bersih Rp(6.438.492.708,00)
2. realisasi Rp25.561.967.507,67

selisih lebih /(kurang) Rp(32.000.460.215,67)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp25.561.507.292,67
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp25.56 1.467.507 ,67

pembiayaan tahun berjalan
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anpyaran

(SILPA/SIKPA)
d. saldo anggaran lebih akhir

Rp8.678.746.490,59

Rp8.678.746.490,59

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per
31 Desember 2024 sebagai berikut:
. jumlah pendapatan
. Jumlah beban
surplus/(defisit) dari operasi

. surplus/(defisit) kegiatan non operasi
pos luar biasa
surplus/defisit - LO

Rp1.867.327.504.480,26
Rp1.825.529.915.584,08
Rp41.797.588.896, 18
Rp39.367.692.356,70
Rp0,00
Rp81.165.281.252,88m

e
ao

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf
d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a. ekuitas awal
b. surplus/defisit LO
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan

kesalahan mendasar
d. ekuitas akhir

Rp3.326.630.733.306,82
Rp81.165.281.252,88
Rp(401.849.841,13)

Rp3.407.394.164.718,57

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember
2024 sebagai berikut:
a. jumlah asset
b. jumlah kewajiban
c. jumlah ekuitas

Rp3.837.984.931.970,25
Rp430.590.767.251,68
Rp3.407.394.164.718,57

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

m
o
ao

op

saldo kas awal per 1 Januari 2024
arus kas dari aktivitas operasi
arus kas dari aktivitas investasi
arus kas dari aktivitas pendanaan
arus kas dari aktivitas transitoris
saldo kas akhir per 31 Desember 2024

Rp25.965.787.598,67
Rp350.255.172.688,76
Rp(367. 138.393.705,84)
Rp500.000,00
Rp(181.747.275,00)
Rp8.901.319.306,59
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Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatifmaupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan,

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

M
og

m
o

BO
oF

Lampiran I
1. Lampiran I.1 :

2. Lampiran I.2 :

3. Lampiran 1.3 :

4. Lampiran I.4 :

. Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII
. Lampiran XIV
Lampiran XV

. Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII :

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran X1 :

Lampiran X2 :

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rinclan APBD yang diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
: Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihanj.
Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahk.
Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 11

Wali Kota Dumai mengatur Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

t:
.

Paraf Koordinasi Toe
@ Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tangg stus 2025

LI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan djDumai
pada tanggal Z28/Agustus 2025

a DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 1 SERIA
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.37.A/2025
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